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BAB II 

IJA>RAH (SEWA-MENYEWA) DAN WANPRESTASI 

 

A. Ija>rah (Sewa-Menyewa) 

1. Pengertian Ija>rah (Sewa-Menyewa) 

Ija>rah menurut arti bahasa adalah ‚balasan‛, ‚tebusan‛ atau 

‚pahala‛. Sedangkan menurut syara’ berarti ‚melakukan akad mengambil 

manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar 

sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat 

tertentu‛.
1
 Jadi definisi ija>rah  dalam syara’ adalah akad atas manfaat yang 

dibolehkan, yang berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan ciri-

cirinya dalam jangka waktu yang diketahui dengan bayaran yang diketahui, 

atau akad atas pekerjaan yang diketahui, dengan bayaran yang diketahui.
2
 

Secara terminologi, ada beberapa definisi al-ija>rah yang 

dikemukakan para ulama fikih. Ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan: 

 بِعِوَض   عَقْدٌعَلَي مَنَافِع  

(Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan). 

 

Ulama Syafi’iyah mendefinisikan dengan: 

فَعَة  مَقْصُوْدَة  مَعْلُوْمَة  مُبَاحَة  قاَبلَِة  للِْبَذْلِ وَالِإباَحَةِ بِعِوَض  مَعْلُوْم    عَقْدٌعَلَي مَن ْ

(Transaksi terhadap suatu benda yang memiliki nilai manfaat, yang 

dilakukan karena maksud tertentu, telah diketahui, diperbolehkan, dan bisa 

dimanfaatkan dengan imbalan tertentu). 

                                                           
1
 Moh. Saifulloh Al-Azis, Fikih Islam Lengkap, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), 377. 

2
 Saleh Fauzan,  Fiqih Sehari-hari, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 482. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22 

 

 
 

 
Sedangkan, ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan dengan: 

ةَ مَعْلُوْم  بِعِوَض                          تََلِْيْكُ مَنَافِعِ شَيْء  مُبَاحَة  مُدَّ
(mengambil manfaat, dari sesuatu yang diperbolehkan dalam waktu 

tertentu dan  imbalan  tertentu).
3
 

 

Dari definisi-definisi di atas, dapat dikemukakan bahwa pada 

dasarnya tidak ada perbedaan prinsip diantara para ulama dalam 

mengartikan ija>rah atau sewa-menyewa. Definisi tersebut dapat diambil 

intisari bahwa ija>rah atau sewa menyewa adalah akad atas manfaat dengan 

imbalan. Dengan demikian, objek sewa-menyewa adalah manfaat atas 

suatu barang. Seseorang yang menyewa sebuah rumah untuk dijadikan 

tempat tinggal selama satu tahun dengan imbalan Rp. 3.000.000,- (tiga juta 

rupiah), ia berhak menempati rumah itu untuk waktu satu tahun. Tetapi ia 

tidak memiliki rumah tersebut. 

Dari segi imbalannya, ija>rah mirip dengan jual beli. Tetapi 

keduanya berbeda, karena dalam jual beli objeknya benda, sedangkan dalam 

ija>rah objeknya adalah manfaat dari benda. Oleh karena itu, tidak 

diperbolehkan menyewa pohon untuk diambil buahnya, karena buah itu 

benda bukan manfaat. Demikian pula tidak boleh menyewa sapi untuk 

diperah susunya karena susu bukan manfaat, melainkan benda.
4
 Adapun 

dalam istilah hukum Islam orang yang menyewakan disebut dengan 

mu’ajjir sedangkan orang yang menyewa disebut musta’jir benda yang 

                                                           
3
 Nasrun Haroen, Fikih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 228. 

4
 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), 317. 
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disewakan disebut ma’jur dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian 

barang disebut ajran atau ujrah. 

Sewa-menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan 

perjanjian yang bersifat konsensual. Perjanjian ini mempunyai kekuatan 

hukum, yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung dan apabila akad sudah 

berlangsung, maka pihak yang menyewakan (mu’ajjir) berkewajiban untuk 

menyerahkan barang (ma’jur) kepada pihak penyewa (musta’jir), dan 

dengan diserahkannya manfaat barang/benda maka pihak penyewa 

berkewajiban pula untuk menyerahkan uang sewanya (ujrah).
5
 

Dalam arti luas, ija>rah bermakna suatu akad yang berisi penukaran 

manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. 

Hal ini sama artinya menjual manfaat suatu benda, bukan menjual dari 

benda itu sendiri. Apabila dilihat dari uraian di atas, maka sangat mustahil 

kalau manusia bisa hidup berkecukupan tanpa berija>rah dengan manusia 

yang lain. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya ija>rah 

adalah salah satu bentuk aktivitas antara manusia satu dengan manusia 

yang lain dalam berakad, guna meringankan salah satu pihak atau saling 

meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong-menolong yang 

diajarkan agama.
6
 

 

 

                                                           
5
 Choiruman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2000), 52-53. 
6
 Helmi Karim, Fikih Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 29-30. 
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B. Dasar Hukum Ija>rah 

Al-ija>rah  dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk 

upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam 

hukum Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau 

boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh 

syara’ berdasarkan al-Quran, hadith-hadith Nabi, dan ketetapan ijma’ 

ulama. Adapun dasar hukum tentang kebolehan ija>rah sebagai berikut: 

a. Landasan al-Quran 

1) Allah berfirman dalam surat al-Zukhru>f ayat 32 

                                 

                             

   

 
Artinya: ‚Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? 

Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam 

kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas 

sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat 

mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik 

dari apa yang mereka kumpulkan‛.
7
 (QS. al-Zukhru>f :32) 

 

2) QS. al-Q{as}s}a>s} ayat 26 

                              

 

 

Artinya: ‚Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: (Ya bapakku 

ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 

sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja 

                                                           
7
 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 

2005), 49. 
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(pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya)‛.
8
 (QS. al-

Q{as}s}a>s} :26) 

 

3) QS. al-Thala>q ayat 6 

                         

        

  
Artinya: ‚jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah 

kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu 

(segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka 

perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya‛.
9
 (QS. al-

Thala>q :6) 

 

Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memberikan 

kelebihan sebagian manusia atas sebagian yang lain, agar manusia itu 

dapat saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya. Salah 

satu contohnya  adalah dengan melakukan akad ija>rah (upah-mengupah), 

karena dengan akad ija>rah orang yang memiliki kelebihan dapat 

membantu orang yang dalam keadaan kekurangan. Dalam hal ini adalah 

kekurangan harta.  

b. Landasan al-Sunnah 

1) Diriwayatkan oleh Ibnu Majjah, bahwa Nabi Saw bersabda: 

هُمَاقاَلَ: قاَلَ رَسُوْلُ اللَّوِ صلى اللّو عليو وسلم   وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ  رَضِيَ اللّو عَن ْ
رَ أَجْرَهُ قَ بْلَ أَنْ يََِفَّ عَرَقوُُ ( رَوَاهُ ابِْنُ مَاجَو(  أعَْطوُاالَأجِي ْ

 

                                                           
8
 Departemen Agama RI, Al-qur’an dan..., 388. 

9
 Ibid., 559. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

26 

 

 
 

Artinya : ‚Dari Ibnu Umar Radliyallaahu‘anhu bahwa Rasulullah 

SAW bersada: ‚Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum 

mengering keringatnya‛. (HR. Ibnu Majah)
10

 

 

2) Dalam riwayat Abu Dawud, Nabi Saw bersabda: 

ثَ نَايزَيِدُبْنُ ىَارُوْنَ آَخْبَ رَناَإبْ راَىِيمُ بْنُ سَعْد عَنْ  ثنَأعُثْمَانُ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ حَدَّ حَدَّ
عَبْدِالرَّحَْْنِ بنِ الحاَرِثِ بنِ ىِشَامِ عَنْ مَُُمَّدِبنِ عَبْدِالرَحَْْنِ مَُُمَّدِبنِ عِكْرمَِةَ بنِ 

ُسَيَّبِ عَنْ سَعَدِ قَال كُنَّانُكْريْ الَأرْضَ بِاَعَلَى 
بنِ أَبِ لبَِيْبَة عَنْ سَعِيدِ بناُلم

هَا فَ نَ هَاناَ رَسُولُ الّ  لوِ صلّى اللّو عليو السَّوَاقِي مِنَ الزَّرعِْ وَمَاسَعِدَ بلِْمَاءِ مِن ْ
 وسلّم عَنْ ذَلِكَ وَآَمَرَناَآَنْ نُكْريَِ هَا بِذَىَب  آَوْفِضَّة  )رواه ابوداود(

  
Artinya: ‚Diriwayatkan Utsman bin Abi Syaiban, diceritakan Yazid 

bin Harun, memberi kabar Ibrahim bin Saad, dari Muhammad bin 

Ikramah bin Abdurrahman bin Harits bin Hasyim, dari Muhammad 

bin Labibah, dari Said bin Musayyab dari Saad berkata: ‚dahulu kami 

menyewakan tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang 

tumbuh di atas tanah tersebut (hasil panen), lalu Rasulullah melarang 

kami cara yang demikian dan memerintahkan kami membayarnya 

dengan uang emas atau perak‛ (HR. Abu Daud)‛.
11

 

 

Hadith di atas dapat dipahami bahwa Nabi menyuruh untuk 

membayar upah terhadap orang yang telah dipekerjakan. Nabi sangat 

menganjurkan agar dalam pembayaran upah hendaknya sebelum kering 

keringatnya atau setelah pekerjaan itu selesai dilakukan. Dari ayat al-

Quran dan Hadith diatas, dapat disimpulkan bahwa ija>rah merupakan 

akad yang diakui keberadaannya oleh hukum Islam. 

 

 

                                                           
10

 Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram, terj. 

Muhammad Isnan dkk, (Jakarta: Darus Sunnah, 2010), 360. 
11

 Abu Daud,  Kitab Al-Buyu’ Sunan Ibnu Daud, Juz II (bairut: Dar al-kitabah al-Ilmiyah, 1757), 

464. 
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c. Landasan Ijma’ 

Mengenai disyariatkan ija>rah, semua umat sepakat tidak 

seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma>’) ini. Sekalipun 

ada beberapa orang diantara mereka yang berpendapat, akan tetapi hal 

itu tidak dianggap.
12

 Tujuan disyariatkan ija>rah itu adalah untuk 

meringankan kepada umat untuk pergaulan hidup. Seseorang 

mempunyai uang akan tetapi tidak dapat bekerja, Dipihak lain ada yang 

punya tenaga dan membutuhkan. Dengan ija>rah keduanya saling 

mendapat keuntungan. Seseorang tidak memilih mobil tapi 

memerlukannya dipihak lain, ada yang mempunyai mobil dan 

memerlukan uang, dengan transaksi ija>rah kedua belah pihak dapat 

memperoleh manfaat.
13

 

C. Rukun dan Syarat Ija>rah 

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah akad atau 

transaksi. Tanpa rukun akad tidak akan sah. Rukun mutlak adanya dalam 

sebuah akad ija>rah, layaknya sebuah transaksi ija>rah dapat dikatakan sah 

apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Menurut jumhur Ulama rukun 

ija>rah ada empat, yaitu:
14

 

a. Dua orang yang berakad 

Menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah 

baligh dan berakal. Oleh sebab itu orang yang belum atau tidak berakal, 

                                                           
12

 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 13, terjemah Kamaludin A. Marzuki, (Bandung: PT Al-

Ma’rif, 1987), 11.  
13

 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Perenada Media, 2003), 217. 
14

 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat ..., 321. 
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seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan harta mereka atau diri 

mereka (sebagai buruh) menurut mereka ija>rahnya tidak sah.
15

 

b. Sighat (ija>b dan qabu>l) 

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa 

ija>b dan qabu>l. ija>b adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah 

seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam 

mengadakan akad ija>rah. Sedangkan qabu>l adalah suatu pernyataan yang 

diucapkan dari pihak yang berakad pula (musta’jir) untuk penerimaan 

kehendak dari pihak pertama, yaitu setelah adanya ija>b.
16

 

c. Ujrah (uang sewa atau upah) 

Upah atau imbalan dalam ija>rah mestilah berupa sesuatu yang 

bernilai, baik berupa uang ataupun jasa yang tidak bertentangan dengan 

kebiasaan yang berlaku. Dalam bentuk imbalan ija>rah bisa berupa benda 

material untuk sewa rumah, gaji seseorang ataupun berupa jasa 

pemeliharaan dan perawatan sesuatu sebagai ganti sewa atau upah. 

Asalkan dilakukan atas kerelaan dan kejujuran.
17

 

d. Manfaat 

Pekerjaan dan barang yang akan dijadikan objek kerja harus 

memiliki manfaat yang jelas seperti mengerjakan pekerjaan proyek, 

membajak sawah dan sebagainya. Sebelum melakukan sebuah akad 

ija>rah hendaknya manfaat yang akan menjadi objek ija>rah harus 

                                                           
15

 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah..., 232. 
16

 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 116-117. 
17

 Helmi Karim, Fiqh Muamalah..., 36. 
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diketahui secara jelas agar terhindar dari perselisihan dikemudian hari 

baik jenis, sifat barang yang akan disewakan ataupun pekerjaan yang 

akan dilakukan. 

Dalam akad ija>rah ada 4 macam syarat sebagaimana dalam akad 

jual beli, yaitu:
18

 

a. Syarat terjadinya akad ija>rah 

Syarat terjadinya akad berkaitan dengan a>qid, akad, dan objek 

akad. Syarat yang berkaitan dengan a>qid (adalah berakal, dan mumayyiz 

menurut Hanafiah, dan baligh menurut Syafi’iyah dan Hanabilah. 

Dengan demikian akad ija>rah tidak sah apabila pelakunya (mu’jir dan 

musta’jir) gila atau masih dibawah umur. Menurut Malikiyah, tamyiz 

merupakan syarat dalam sewa menyewa dan jual beli, sedangkan baligh 

merupakan syarat untuk kelangsungan (nafadz). Dengan demikian, 

apabila anak yang mumayyiz menyewakan dirinya (sebagai tenaga 

kerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah. Tetapi 

untuk kelangsungannya menunggu izin walinya. 

b. Syarat berlakunya akad ija>rah 

Syarat berlaku akad ija>rah adalah adanya hak kepemilikan atau 

kekuasaan (al-wila>yah). Apabila si pelaku (aqid) tidak mempunyai hak 

kepemilikan atau kekuasaan (al-wila>yah), seperti akad yang dilakukan 

oleh fud}uli (orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa izinnya), 

maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut Hanafiah dan 

                                                           
18

 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat ..., 321. 
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Malikiyah statusnya mauquf (ditangguhkan) menunggu persetujuan si 

pemilik barang. Akan tetapi, menurut Syafi’iyah dan Hanabilah 

hukumnya batal seperti halnya jual beli.
19

 

c. Syarat sahnya ija>rah 

Untuk sahnya ija>rah harus dipenuhi beberapa syarat yang 

berkaitan dengan pelaku akad, objek akad, tempat, upah, dan akad itu 

sendiri. Diantara syarat sah akad ija>rah adalah sebagai berikut:
20

 

1) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan 

akad ija>rah. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan 

akad ini, maka akad al-ija>rah tidak sah. Syarat ini diterapkan 

sebagaimana dalam akad jual beli. Allah berfirman dalam surat al-

Nisa> ayat 29: 

                          

                         

   
Artinya: ‚Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara 

kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah 

adalah maha penyayang kepadamu‛.
21

 (QS. al-Nisa> : 29) 

 

2) Manfaat yang menjadi objek al-ija>rah harus diketahui, sehingga tidak 

muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi 

objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu 

                                                           
19

 Ibid., 20. 
20

 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat..., 322. 
21

  Departemen Agama RI, Al-qur’an dan ..., 83. 
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dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan berapa 

lama manfaat itu ditangan penyewa: 

a) Objek manfaat, penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui 

benda yang disewakan. Apabila seseorang mengatakan ‚saya 

sewakan kepadamu salah satu dari dua rumah ini‛, maka akad 

ija>rah tidak sah, karena rumah mana yang akan disewakan belum 

jelas.
22

 

b) Penjelasan masa manfaat adalah hal yang sangat penting dalam 

penyewaan rumah berapa bulan atau tahun, kios, atau kendaraan 

misalnya berapa hari disewa. Dalam masalah penentuan waktu 

sewa ini, ulama Syafi’iah memberikan syarat yang ketat. Menurut 

mereka, apabila seseorang menyewakan rumahnya selama satu 

tahun dengan harga sewa Rp. 150.000,- sebulan, maka akad sewa 

menyewa batal, karena dalam akad seperti ini diperlukan 

pengulangan akad baru setiap bulan dengan harga sewa baru pula. 

Sedangkan kontrak rumah yang telah disepakati selama satu tahun 

itu akadnya tidak diulangi setiap bulan. Oleh sebab itu, menurut 

mereka akad sebenarya belum ada, yang berarti al-ija>rahpun batal 

(tidak ada). Disamping itu, menurut mereka sewa-menyewa 

dengan cara diatas, menunjukan tenggang waktu sewa tidak jelas, 

apakah satu tahun atau satu bulan. Akan tetapi, jumhur ulama 

mengatakan bahwa akad seperti itu adalah sah dan besifat 

                                                           
22

 Ibid., 323. 
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mengikat. Apabila seseorang menyewakan rumahnya selama satu 

tahun dengan harga sewa Rp. 100.000,- sebulan maka, menurut 

jumhur ulama akadnya sah untuk bulan pertama, sedangkan untuk 

bulan selanjutnya apabila kedua belah pihak saling rela membayar 

sewa dan menerima sewa seharga Rp. 100.000,- maka kerelaan ini 

dianggap sebagai kesepakatan bersama, sebagaimana halnya dalam 

bai’ almu’at}ah (jual beli tanpa ija>b dan qabu>l).23
 

3) Objek akad ija>rah harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun 

syar’i. Dengan demikian, tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit 

diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan kuda yang binal untuk 

dikendarai. Atau tidak bisa dipenuhi secara syar’i, seperti menyewa 

tenaga wanita yang sedang haid untuk membersihkan masjid, 

menyewa dokter untuk mencabut gigi yang yang sehat, atau 

menyewa tukang sihir untuk mengajar ilmu sihir. 

4) Objek al-ija>rah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara’. Oleh sebab 

itu, para ulama fikih sepakat mengatakan tidak boleh menyewa 

seseorang untuk menyantet orang lain, menyewa seseorang untuk 

membunuh orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah 

untuk dijadikan tempat-tempat maksiat. Dalam kaidah fikih 

dinyatakan  

 ى الْمَعْصِيَةِ لَايََُوْزُ عَلَ  الاسْتِئْجَارُ 
(Menyewa untuk suatu maksiat tidak diperbolehkan).

24
 

                                                           
23

 Nasrun Haroen, Fikih Muamalah..., 232-233. 
24

 Rachmat Syafi’i, Fiqh Muamalah, cet.X (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 128. 
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5) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya 

menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau 

menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. 

Para ulama fikih sepakat mengatakan bahwa akad sewa menyewa 

seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban 

penyewa itu sediri. Terkait dengan masalah ini, para ulama fikih 

berbeda pendapat dalam hal menyewa/ menggaji seseorang untuk jadi 

mu’azin (yang bertugas mengumandangkan azan pada setiap waktu 

disuatu masjid), menggaji imam shalat, dan menggaji seseorang yang 

mengajarkan al-Quran. Ulama Malikiyah berpendapat boleh 

hukumnya menggaji seseorang untuk menjadi mu’azin dan imam 

tetap disuatu masjid. Akan tetapi, ulama Syafi’iyah tidak 

membolehkan menggaji seorang imam shalat. Namun seluruh ulama 

fikih sepakat menyatakan bahwa seseorang boleh menerima gaji 

untuk mengajarkan berbagai disiplin ilmu, baik ilmu agama, seperti 

fikih dan hadith, maupun ilmu umum, seperti bahasa, sejarah, dan 

ilmu-ilmu eksakta, karena mengajarkan seluruh ilmu ini, menurut 

mereka, bukanlah kewajiban pribadi tetapi kewajiban kolektif (fard}u 

kifayah).
25

 

6) Objek al-ija>rah itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti 

rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran. Oleh sebab itu tidak 

                                                           
25

 Ibid., 235. 
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boleh dilakukan akad sewamenyewa terhadap sebatang pohon yang 

akan dimanfaatkan penyewa sebagai sarana penjemur pakaian.  

7) Upah atau bayaran sewa dalam ija>rah harus jelas, tertentu, dan 

sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Adapun syarat pembayaran 

sewa yaitu:
26

 

a) Bayaran hendaknya ditetapkan jumlahnya. Jika bayaran sewa itu 

tidak dibayar dengan uang maka barang yang menjadi harga itu 

hendaknya ditetapkan jenis, jumlah dan sifatnya. 

b) pembayaran sewa dapat dilakukan dengan segera sebelum 

memulai penggunaan barang sewa. 

c) Sekiranya tidak disyaratkan bayaran sewa, maka dengan segera 

kewajiban membayar sewa dimulai dengan pengendalian harta 

yang disewa. 

d) Sekiranya disyaratkan bayaran sewa selepas penggunaan, maka 

pemberi sewa hendaknya menyegerakan penyerahan harta yang 

disewa. 

e) Sekiranya sewa ditetapkan mengikuti waktu, sepeti harian, 

mingguan, bulanan dan tahunan, maka pembayaran hendaknya 

dibuat pada akhir waktu yang ditetapkan. Kecuali jika ada 

perjanjian lain. 

                                                           
26

 Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 399-

400. 
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f) Sekiranya harta yang disewa itu gagal dikendalikan untuk 

mendapat manfaatnya maka gugurlah bayaran sewa, mengikuti 

kadar kegagalan itu. 

d. Syarat mengikatnya akad ija>rah (syarat kelaziman) 

Disyaratkan dua hal dalam akad ija>rah agar akad ini menjadi 

lazim (mengikat), yaitu: 

1) Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat yang menyebabkan 

terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu. Apabila 

terdapat suatu cacat yang demikian sifatnya, maka orang yang 

menyewa (musta’jir) boleh memilih antara meneruskan ija>rah dengan 

pengurangan uang sewa dan membatalkannya. Misalnya sebagian 

rumah yang akan disewa runtuh. Apabila rumah yang disewa itu 

hancur seluruhnya maka akad ija>rah jelas harus fasakh (batal), karena 

ma’qu>d alaih rusak total, dan hal itu menyebabkan batalnya akad. 

2) Tidak terdapat udzur (alasan) yang dapat membatalkan akad ija>rah. 

Misalnya udzur pada salah seorang yang melakukan akad, atau pada 

sesuatu yang disewakan. Menurut Hanafiyah apabila terdapat udzur, 

baik pada pelaku maupun pada ma’qu>d alaih, maka pelaku berhak 

membatalkan akad. Akan tetapi, menurut jumhur Ulama akad ija>rah 

tidak batal karena adanya udzur selama objek akad yaitu manfaat 

tidak hilang sama sekali.
27

 

 

                                                           
27

 Wahbah al- Zuhaili, al-Fiqh al-Isla>my Wa Adillatuhu, juz 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), 

546-547. 
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D. Macam-Macam Ija>rah  

Dilihat dari segi obyeknya ija>rah dapat dibagi menjadi dua macam 

yaitu ija>rah yang bersifat manfaat dan ija>rah yang bersifat pekerjaan: 

a. ija>rah bersifat manfaat, umpamanya sewa-menyewa rumah, toko, 

kendaraan, pakaian pengantin dan perhiasan. Apabila manfaat itu 

merupakan manfaat yang dibolehkan syara’ untuk digunakan, maka para 

ulama fiqh sepakat hukumnya boleh dijadikan objek sewa-menyewa. 

b. ija>rah yang bersifat pekerjaan, adalah dengan cara memperkerjakan 

seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. ija>rah seperti ini 

diperbolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan 

lain-lain, yaitu ija>rah yang bersifat kelompok (serikat). ija>rah yang 

bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti mengaji, pembantu rumah 

tangga, tukang kebun dan satpam.
28

 

Apabila orang yang dipekerjakan tersebut bersifat pribadi, maka 

seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggung 

jawabnya. Akan tetapi, para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa 

apabila obyek yang dikerjakan itu rusak dalam tanganya, bukan karena 

kelalaian dan kesengajaan, maka ia tidak dituntut ganti rugi. Apabila 

kerusakan itu terjadi karena kesengajaan atau kelalaian, maka menurut 

kesepakatan pakar fikih, ia wajib membayar ganti rugi.
29

 Menurut madzhab 

Hanafi akad ija>rah  bersifat mengikat kedua belah pihak, akan tetapi dapat 

                                                           
28

 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Prsada, 2003), 236. 
29

 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah..., 236. 
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dibatalkan secara sepihak, apabila terdapat uzur seperti meninggal dunia 

atau tidak dapat bertindak secara hukum seperti gila. Jumhur ulama 

berpendapat, bahwa akad ija>rah  itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat 

atau barang itu tidak dapat dimanfaatkan.
30

 

E. Kewajiban Penyewa dan yang Menyewakan 

Adapun kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak 

dalam menggunakan akad ija>rah antara lain: 

a. Orang yang menyewakan wajib mempersiapkan barang yang disewakan 

untuk dapat digunakan secara optimal oleh penyewa. Misalnya, mobil 

yang disewa ternyata tidak dapat digunakan karena akinya lemah, maka 

yang menyewakan wajib menggantinya. Bila yang menyewakan tidak 

dapat memperbaikinya, penyewa mempunyai pilihan untuk 

membatalkan akad atau menerima manfaat yang rusak. 

b. Penyewa wajib menggunakan barang yang disewakan menurut syarat-

syarat akad atau menurut kelaziman penggunaannya. Penyewa juga 

wajib menjaga barang yang disewakan agar tetap utuh. Oleh karena itu, 

ulama berpendapat bahwa bila penyewa diminta untuk melakukan 

perawatan, ia berhak untuk mendapatkan upah dan biaya yang wajar 

untuk pekerjaannya itu. Bila penyewa melakukan perawatan atas 

kehendaknya sendiri, ini dianggap sebagai hadiah dari penyewa dan ia 

tidak dapat meminta pembayaran apapun.
31

 

                                                           
30

 Ibid. 
31

 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan, Cet. 3 (Jakarta: PT Raja 

Grafindo, 2006), 138. 
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F. Berakhirnya Akad Ija>rah 

Ija>rah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak mebolehkan 

adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ija>rah merupakan akad 

pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. Agama 

menghendaki agar dalam pelaksanaan Ija>rah, senantiasa diperhatikan 

ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya. Sehingga tidak 

merugikan salah satu pihak, serta terpelihara pula maksud-maksud mulia 

yang diinginkan agama. 

Para ulama fikih menyatakan bahwa akad ija>rah akan berakhir 

apabila: 

a. Obyek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang 

dijahitkan hilang. 

b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad ija>rah telah berakhir. 

Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan 

kepada pemiliknya. Apabila yang disewakan itu adalah jasa seseorang, 

maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh 

seluruh ulama fikih. 

c. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena 

akad ija>rah menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut 

jumhur ulama, akad ija>rah tidak batal dengan wafatnya salah seorang 

yang berakad karena manfaat. Menurut mereka boleh diwariskan dan 

ija>rah sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang 

berakad.  
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d. Menurut ulama Hanafiah, apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti 

rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, 

maka akad ija>rah batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad ija>rah 

itu, menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak muflis (bangkrut), 

dan berpindah tempat penyewa, misalnya, seseorang digaji untuk 

menggali sumur disuatu desa, sebelum sumur itu selesai, duduk desa itu 

pindah ke desa lain. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, uzur yang 

boleh membatalkan akad ija>rah itu hanyalah apabila obyeknya 

mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, 

seperti kebakaran dan dilanda banjir.
32

 

e. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, atau 

berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah fasakh. 

Seperti jika masa ija>rah tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman 

dipanen, maka ia tetap berada ditangan penyewa sampai masa selesai 

diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksudkan untuk 

mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa yaitu 

dengan mencabut tanaman sebelum waktunya. 

Jika ija>rah telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan 

barang sewaan. Jika barang itu berbentuk barang dapat dipindah, ia wajib 

menyerahkannya kepada pemiliknya. Jika berbentuk barang tidak bergerak 

(‘iqar) ia berkewajiban menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan 

kosong (tidak ada) hartanya (harta si penyewa). Jika berbentuk tanah 

                                                           
32

 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah..., 237-238. 
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pertanian, ia wajib menyerahkannya dalam keadaan tidak bertanaman. 

Kecuali jika terdapat uzur seperti yang telah lalu, maka itu tetap berada 

ditangan penyewa sampai tiba masa diketam, dengan pembayaran serupa.  

Penganut-penganut madzhab Hanafi berkata: boleh memfasakh 

ija>rah, karena adanya uzur sekalipun dari salah satu pihak. Seperti 

seseorang menyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar, 

dicuri, dirampas, atau bangkrut, maka ia berhak memfasakh ija>rah. 

Penganut-penganut mazhab Hambali berkata: manakala ija>rah telah 

berakhir, penyewa harus mengangkat tangannya, dan tidak ada kemestian 

mengembalikan untuk menyerahterimakannya. Seperti barang titipan, 

karena ia merupakan yang tidak menuntut jaminan. Sehingga tidak mesti 

mengembalikan dan menyerahterimakannya.  

Mereka berkata: setelah berakhirnya masa, maka ia adalah amanat 

yang apabila terjadi kerusakan tanpa dibuat, tidak ada kewajiban 

menanggung.
33

 Menurut Sayyid Sabiq jika akad ija>rah telah berakhir, 

penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu 

berbentuk barang yang dapat dipindah (barang bergerak), seperti rumah, 

tanah, bangunan, ia berkewajiban menyerahkan kepada pemiliknya dalam 

keadaan kosong, seperti keadaan semula.
34

 

 

 

 

                                                           
33

 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 13..., 29-30. 
34

 Ibid., 199. 
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G. Hikmah Ija>rah di Masyarakat 

Perkembangan zaman yang semakin modern membuat manusia 

semakin sering bertransaksi dengan sesama. Dalam kehidupan sehari-hari, 

masyarakat memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan 

primer, sekunder dan lain sebagainya. Namun, tidak semua masyarakat bisa 

memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh sebab itu manusia membutuhkan 

manusia yang lain dalam menjalankan kehidupan. Maka dilakukanlah kerja 

sama dalam mencapai sebuah tujuan. Salah satu bentuk kerja sama yang 

umum di masyarakat adalah akad sewa menyewa yang bisa dijadikan suatu 

usaha menguntungkan. Misalnya akad sewa menyewa rumah, tanah 

pertanian, toko, kendaraan dan lain sebagainya.  

Sewa-menyewa sudah menjadi sebuah tradisi dalam masyarakat 

semenjak zaman Nabi sampai sekarang. Sejalan dengan itu hukum Islam 

dituntut agar mampu mengakomodasi tuntutan zaman yang tidak 

bertentangan dengan syariat Islam. Zaman sekarang kebutuhan manusia 

semakin bertambah, Karena kebutuhan tersebut Islam memberikan 

kebebasan kepada umatnya untuk melakukan modifikasi-modifikasi yang 

diperlukan, asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip dasar muamalah serta 

membawa kemaslahatan.
35

 Ija>rah (sewa-menyewa) sangat diminati oleh 

masyarakat, oleh sebab itu ija>rah (sewa-menyewa) mengalami 

perkembangan  sampai saat ini.  

                                                           
35

 Anisy Kurlillah, ‚Tinjauan Teoritis Akad  ija>rah Muntahiya‛, http://caknenang. blogspot. 

com/2010/11/tinjauan-teoritis-aqad-ijarah-muntahiya_678. html, ‚diakses pada‛ 30 Maret 2015. 

http://caknenang.blogspot.com/2010/11/tinjauan-teoritis-aqad-ijarah-muntahiya_678.html
http://caknenang.blogspot.com/2010/11/tinjauan-teoritis-aqad-ijarah-muntahiya_678.html
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Hal tersebut terlihat dari banyaknya lembaga keuangan syariah 

yang menggunakan produk ija>rah (sewa-menyewa). Dalam perkembangan 

perekonomian masyarakat yang semakin meningkat, maka muncullah  jasa 

pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga perbankan syariah yaitu 

ija>rah.36
 Secara umum, timbulnya ija>rah disebabkan oleh adanya kebutuhan 

akan barang atau manfaat barang oleh nasabah yang tidak memiliki 

kemampuan keuangan. Pembiayaan ija>rah  dengan akad sewa-menyewa 

pada perbankan syari’ah merupakan akad yang sangat fleksibel, sedangkan 

dalam penerapannya sangat meringankan dan memberi kemudahan bagi 

para nasabahnya.
37

  

 Ija>rah merupakan kontrak antara bank syariah sebagai pihak yang 

menyewakan barang dan nasabah sebagai penyewa, dengan menentukan 

biaya sewa yang disepakati oleh pihak bank dan penyewa. Barang-barang 

yang dapat disewakan pada umumnya yaitu aset tetap, seperti gedung, 

mesin, peralatan, kendaraan, dan aset tetap lainnya. Dalam transaksi 

perbankan, bank membeli aset tetap dari supplier kemudian disewakan 

kepada nasabah dengan biaya sewa yang tetap hingga jangka waktu 

tertentu. Dalam transaksi keuangan, ija>rah dibagi menjadi dua, yaitu ija>rah 

dan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT). Perbedaan kedua jenis ini 

terletak pada kepemilikan aset tetap setelah masa sewa berakhir. 

                                                           
36

 Nikmatul Maskuroh, ‚Ekonomi Islam Ija>rah dalam Perspektif‛,http://nikmatulmaskuroh. 

blogspot. com/2013/10/ekonomi-islam-ijarah-dalam-perspektif. html, ‚diakses pada‛ 30 Maret 

2015. 
37

 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 223-224. 

http://nikmatulmaskuroh.blogspot.com/2013/10/ekonomi-islam-ijarah-dalam-perspektif.html
http://nikmatulmaskuroh.blogspot.com/2013/10/ekonomi-islam-ijarah-dalam-perspektif.html


 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

43 

 

 
 

Dalam akad ija>rah, akad tetap akan dikembalikan kepada pihak 

yang menyewakan bila masa sewa berakhir. Dalam akad Ijarah Muntahiya 

Bit Tamlik (IMBT), aset akan berubah status kepemilikannya menjadi 

milik penyewa pada saat masa sewa jatuh tempo.
38

 Ijarah Muntahia Bit 

Tamlik (IMBT) disebut juga dengan ija>rah waiqtina adalah perjanjian sewa 

antara pihak pemilik aset tetap (lessor) dan penyewa (lessee), atas barang 

yang disewakan. Penyewa mendapat hak opsi untuk membeli objek sewa 

pada saat masa sewa berakhir. Mengenai pembiayaan dengan menggunakan 

akad ijarah muntahiya bittamlik (IMBT), maka perlu sekiranya untuk 

mengetahui tentang mekanisme terkait hal tersebut.  

Dalam mekanisme Ijarah Muntahia Bit Tamlik (IMBT) pada 

dasarnya merupakan perpaduan antara sewa-menyewa dengan jual beli. 

Dalam hal ini sewa-menyewa dengan hak opsi pada akhir masa sewa, untuk 

membeli barang yang disewakan. Dalam sewa-menyewa tersebut, uang 

pembayaran sewanya sudah termasuk cicilan atas harga pokok barang. 

Pihak yang menyewakan (dalam hal ini bank) berjanji (wa’ad) kepeda 

penyewa untuk memindahkan kepemilikan objek setelah masa sewa 

berakhir atau Pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang 

yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.
39

 Sifat kepemilikan inilah 

yang membedakannya dengan ijarah biasa. 

                                                           
38

 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), 159-160. 
39

 ima devita, ‚akad ija>rah dalam skema pembiayaan syariah‛, dalam http//imadevita. 

com/2014/akad-ijarah-dalam-skema-pembiayaan-syariah, ‚diakses pada‛ 30 maret 2015. 
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 Produk bank-bank Islam yang mengoperasikan produk ija>rah, 

dapat melakukan leasing, baik dalam bentuk operating lease maupun 

financial lease. Akan tetapi pada umumnya, bank-bank tersebut lebih 

banyak menggunakan Ijarah Muntahia Bit Tamlik (IMBT) karena lebih 

sederhana dari sisi pembukuan. Selain itu, bankpun tidak direpotkan untuk 

mengurus pemeliharaan aset, baik pada saat leasing maupun sesudahnya.
40

 

Dari penjelasan tersebut dapatlah diketahui bahwa Ija>rah saat ini masih 

berkembang dan dibutuhkan di masyarakat, karena itulah ijarah mengalami 

perkembangan dan inovasi baru dalam bentuk Ijarah Muntahia Bit Tamlik 

(IMBT). 

B. Wanprestasi 

1. Pengertian Wanprestasi 

Dalam membicarakan ‚wanprestasi‛ kita tidak terlepas dari 

masalah pernyataan ‚lalai‛ atau ‚kelalaian‛. Perkataan wanprestasi berasal 

dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Menurut kamus Hukum, 

wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati 

kewajibannya dalam perjanjian.
41

 Pengertian umum tentang wanprestasi 

adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau 

dilakukan tidak menurut selayaknya. Adapun yang dimaksud wanprestasi 

adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, 

                                                           
40

 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, Cet1 (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2001)118-119. 
41

 Sudarsono, Kamus Hukum, Cet ke 5 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), 578. 
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debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam 

perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. 

 Adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak 

memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang 

ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.
42

 

Marhainis Abdulhay menyatakan bahwa wanprestasi adalah apabila pihak-

pihak yang seharusnya berprestasi tidak memenuhi prestasinya.
43

 Prof. Dr. 

Wijoyo Prodjodikuro, dalam bukunya mengatakan bahwa perkataan 

‚wanprestasi‛ berarti ‚ketiadaan suatu prestasi‛. Beliau mengaitkan 

perkataan wanprestasi dengan prestasidari isi suatu perjanjian, oleh 

karenanya beliau mengartikan wanprestasi dengan istilah Indonesia yaitu 

‚ketiadaan pelaksanaan‛. Disisi lain beliau juga mengatakan bahwa prestasi 

itu dapat diagi menjadi 3 macam, yaitu: 

a. Pihak berwajib sama sekali tidak melaksanakan janji 

b. Pihak berwajib terlambat dalam melaksanakan janji 

c. Pihak berwajib melaksanakan, tetapi tidak secara semestinya dan atau 

tidak sebaik-baiknya.
44

 

Secara umum wanprestasi berasal dari debitur, sebab debitur 

selaku pihak yang mempunyai kewajiban untuk prestasinya. Sedangkan 

dalam perjanjian sewa-menyewa untuk menentukan pihak mana yang telah 

melakukan wanprestasi, ditentukan terlebih dahulu pihak yang 

                                                           
42

 Nindyo Pranomo, Hukum Komersil, Cet 1 (Jakarta: Pusat Penerbit UT, 2003), 2. 
43

 Marhainis Abdulhay, Hukum Perdata Materil (Jakarta: Pradnya Paramita, t.t), 53. 
44

 Wijoyo Prodjodikuro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu, (Bandung: 

Sumur, 1982), 44. 
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berkedudukan sebagai pihak yang berwajib (debitur), misalnya dalam 

permasalahan pemenuhan prestasi berupa penyerahan benda, maka yang 

bertindak sebagai kreditur adalah pemberi pinjaman, sedangkan yang 

bertindak sebagai debitur adalah peminjam. 

2. Dasar Hukum Wanprestasi 

Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu 

tertentu (mempunyai jangka waktu terbatas), maka apabila telah sampai 

kepada waktu yang telah diperjanjikan, secara otomatis langsung tanpa ada 

perbuatan hukum lain batallah perjanjian yang telah diadakan para pihak.
45

 

Dalam hal ini Allah berfiman dalam surat al-Tau>bah ayat 4: 

                             

                ....     

Artinya: ‚kecuali orang-orang musyrik yang telah Mengadakan Perjanjian 

(dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi 

perjanjianmu) dan tidak pula mereka membantu seseorang yang memusuhi 

kamu, Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas 

waktunya.
46

 (QS. al-Tau>bah: 4) 

 

Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang 

(lalai) dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat 

membatalkan perjanjian tersebut. Pembolehan untuk membatalkan 

perjanjian oleh salah satu pihak, apabila pihak yang lain melakukan 

perbuatan menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan. Allah berfirman 

dalam surat al-Tau>bah ayat 13: 

                                                           
45

 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam..., 4. 
46

 Departemen Agama RI, Al-qur’an dan..., 187. 
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          ....        

Artinya: ‚Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak 

sumpah (janjinya)‛.
47

 (QS. al-Tau>bah) 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila salah satu pihak melakukan 

sesuatu kelancanagan dan telah pula ada bukti bahwa salah satu pihak 

mengadakan kelalaian terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka pihak 

yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak yang lainnya. 

Dalam KUHPer pasal 1238 ‚Debitur dinyatakan lalai dengan surat 

perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau 

demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa siberhutang 

harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.
48

 

3. Hal-hal yang Menyebabkan Wanprestasi 

Wanprestasi terjadi disebabkan oleh sebab-sebab sebagai berikut: 

a. Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri 

Pertama yang harus diingat bahwa yang menjadi dasar perjanjian 

itu adalah janji, dan timbulnya janjiitu karena adanya kemauan itu 

sendiri merupakan suatu yang abstrak serta tidak mempunyai pengaruh 

apa-apa sebelum dinyatakan baik dengan ucapan, perbuatan maupun 

dengan syarat. Apabila kedua belah pihak telah melakukan perjanjian 

berarti sejak itu dianggap ada kemauan menunaikan kewajiban antara 

                                                           
47

 Ibid., 188. 
48

 R. Subekti & R. Tjitrosudibyo, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya 

Paramita, 1984), 323. 
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kedua belah pihak. Unsur kesengajaan ini, timbul dari pihak itu sendiri. 

Jika ditinjau dari wujud-wujud wanprestasi, maka faktornya adalah:
49

 

1. Tidak memiliki itikad baik, sehingga prestasi itu tidak dilakukan sama 

sekali; 

2.  Faktor keadaan yang bersifat general; 

3.  Tidak disiplin sehingga melakukan prestasi tersebut ketika sudah 

kedaluwarsa; 

4.   Menyepelekan perjanjian. 

b. Adanya keadaan memaksa (overmacht)  

Dalam hal ini overmacht bisa menimpa pihak debitur dan bisa 

menimpa kreditur (dalam kedudukannya sebagai pihak yang mempunyai 

kewajiban). Akan tetapi disini tidak terdapat adanya unsur kesalahan 

dari pihak-pihak yang berwanprestasi. Oleh karena itu, sekalipun tidak 

menunaikan perjanjian tetapi ia dapat terhindar dari tuntutan sanksi atau 

hukuman yang diajukan oleh kreditur. Biasanya, overmacht terjadi 

karena unsur ketidaksengajaan yang sifatnya tidak diduga. Contohnya 

seperti kecelakaan dan bencana alam. Dengan demikian berarti 

overmacht merupakan suatu hal yang dapat dijadikan alasan oleh debitur 

yang dituduh lalai untuk menangkis tuntutan.
50

 

 

 

                                                           
49

 Nefy rahayu, ‚contoh makalah wanprestasi‛, http://nefyrahayu. blogspot. 

com/2013/05/contoh-makalah-wanprestasi. html, diakses pada 02 juli 2015. 
50

 Ibid. 

http://nefyrahayu.blogspot.com/2013/05/contoh-makalah-wanprestasi.html
http://nefyrahayu.blogspot.com/2013/05/contoh-makalah-wanprestasi.html
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c. Akibat hukum adanya wanprestasi 

Sebelumnya perlu diketahui, bahwa yang dimaksud dengan 

akibat hukum disini ialah sanksi atau hukuman yang dibebankan kepada 

debitur yang melakukan wanprestasi, yaitu: 

1) Kewajiban membayar ganti rugi, adalah ganti rugi yang timbul 

karena debitur melakukan wanprestasi karena lalai.
51

 

2) Pembatalan perjanjian, sanksi atau hukuman ini apabila seseorang 

tidak dapat melihat sifat pemecahannya. 

3) Beralihnya resiko barang, akibat ini hanyaberlaku pada perjanjian 

yang obyeknya adalah suatu barang atau manfaat dari barang 

tersebut. 

 

  

 

                                                           
51

 Abdullah Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung: Alumni, 1982), 39. 


